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Abstract

Archives are records of activities and events made and received by an agency that are
useful as a monitoring tool and source of information. To protect the effective, efficient
and structured management of archives, an archival supervision policy is implemented
in accordance with PerANRI No. 6 of 2019 concerning Archival Supervision. The
Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) has been implementing
an internal archival supervision policy since 2019. The urgency of implementing the
internal archival supervision policy is to monitor the organization of archives and
save static, preserved and vital archives. Using the policy implementation theory
model from, Van Meter & Van Horn (1975), and Grindle (1980) which includes
policy standards and objectives,resources, interorganizational relationships, attitudes/
tendencies,characteristics of implementing agents, social and political conditions, and
types of benefits. Using qualitative research with a descriptive approach. The results
showed that the implementation of the internal archiving supervision policy has not
achieved the policy objectives, namely not all work units have carried out internal
archiving supervision, limited human resources and funds, and there is no standard
operating procedure (SOP). The inhibiting factors are limited human resources and
budget, and a work culture that is less concerned with archives..
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1. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun

2009 tentang Kearsipan, arsip merupakan suatu re-
kaman kegiatan dan peristiwa dalam berbagai

bentuk dan media sesuai dengan dengan per-
kembangan teknologi dan informasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, orga-
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nisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan per-
seorangan dalam pelaksanaan kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip
mempunyai manfaat yang penting bagi keber-
langsungan instansi sebagai alat pengawasan dan
sumber informasi. Selain itu, arsip juga berguna
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan program perencanaan
suatu instansi.

Pengelolaan arsip dinamis dapat berjalan
dengan baik apabila didukung oleh instrument
pengelolaan kearsipan yang berfungsi sebagai
pengawas dalam setiap kegiatan kearsipan mulai
dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan,
hingga penyusutan (Azmi, 2016). Instrumen kear-
sipan tersebut yakni tata naskah dinas, klasifikasi
arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi
dan keamanan akses arsip dinamis.

Arsiparis dan Pengelola Arsip memiliki pe-
ran sebagai sumber daya kearsipan yang pro-
fesional dan terlatih guna melayani masyarakat
pengguna dengan mendukung proses penciptaan,
pemilihan, dan pemeliharaan arsip serta membuat
ketersediaan arsip agar dapat dimanfaatkan
(Kistanto, 2014). Ketika arsip memasuki masa inak-
tif, sebagian besar orang menganggap arsip
tersebut sebagai sampah. Padahal arsip inaktif me-
miliki nilai keberlanjuran bagi suau organisasi
(Pratiwi dkk,2018). Jika masalah mengenai kear-
sipan diabaikan, tentunya akan menghambat
jalannya instansi atapun hilangnya informasi dan
data sehingga memerlukan waktu dan biaya
dalam penemuan kembali (Armiati, 2019).

Untuk melaksanakan pengelolaan arsip
yang efektif, efisien, dan terstruktur mulai dari
penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga
penyusutan, maka perlu dilaksanakan penilaian
keselarasan antara asas, tata cara, dan standar
kearsipan sesuai dengan Peraturan ANRI No. 6
Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Ke-
giatan pengawasan kearsipan terdiri dari peng-
awasan kearsipan eksternal dan internal. Peng-
awasan eksternal, dilakukan oleh ANRI terhadap
seluruh lembaga negara, termasuk kepada BUMN,
lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang
dimiliki pemerintah, dan penyelenggara peme-
rintah pada tataran provinsi.

Pengawasan kearsipan internal dilakukan
dan menjadi tanggungjawab oleh setiap lembaga
negara, termasuk kepada BUMN, lembaga
penyelenggara pendidikan tinggi yang dimiliki
pemerintah, dan penyelenggara pemerintah pada
tataran provinsi pada tiap wilayah otoritasnya.

Pelaksanaan pengawasan kearsipan inter-
nal dilaksanakan untuk sarana controlling penye-
lenggaraan kearsipan suatu instansi (Widyantika
dan Suliyati, 2019). Oleh karena itu setiap instansi
pemerintahan wajib melaksanakan pengawasan
kearsipan internal sesuai dengan amanat Per-
aturan ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Peng-
awasan Kearsipan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geo-
fisika (BMKG) merupakan salah satu Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang telah
melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan
internal sejak tahun 2019 sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan ANRI No. 6 tahun 2019 tentang
Pengawasan Kearsipan, dan juga telah dilak-
sanakan pengawasan kearsipan eksternal oleh
ANRI sejak tahun 2018.

No Tahun Target 

1 2020 81 
2 2021 81 
3 2022 90 
4 2023 90 
5 2024 96 

Tabel 1 Target Nilai Pengawasan Kearsipan BMKG
Berdasarkan RENSTRA 2020-2024

Sumber: Data Sekunder, 2023

Tabel diatas merupakan target nilai peng-
awasan kearsipan BMKG yang harus dipenuhi
berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Gambar diatas merupakan nilai hasil peng-
awasan kearsipan BMKG. Nilai ini diperoleh dari
gabungan nilai pengawasan kearsipan internal
(40%) dan eksternal (60%). Melalui data tersebut,
dapat diketahui bahwa target nilai ANRI atas
Kearsipan BMKG dalam hal ini pelaksanaan
kegiatan pengawasan kearsipan pada tahun 2021
dan 2022 belum dapat mencapai target sesuai
dengan RENSTRA BMKG. Target dalam RENSTRA
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BMKG tahun 2021 dan 2022 sebesar 81 dan 90,
sedangkan nilai yang dicapai BMKG 70,28 pada
tahun 2021 dan 87,56 pada 2022.

jakan Pengawasan Kearsipan Internal Pada
Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
(BMKG)”.

2. Tinjauan Pustaka
A) Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian
proses kegiatan atau gerakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengatasi persoalan di masya-
rakat. Kebijakan publik menurut Dwidjowijoto
(2006:25) yakni “kebijakan yang menyangkut
aturan yang harus ditaati oleh kehidupan banyak
orang bukan hanya untuk satu orang maupun
golongan”.

B) Proses Kebijakan Publik
Proses Kebijakan Publik dapat diartikan

tahapan dalam rangka menyusun suatu kebijakan
publik. Anderson (dalam Roziqin dan Yusuf, 2018)
mengemukakan terdapat beberapa tahapan pen-
ting dalam proses kebijakan publik yang meliputi
agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi, imple-
mentasi, dan evaluasi kebijakan.

Menurut Hamdi (2014:79) umumnya rang-
kaian atau tahap kebijakan publik dapat diuraikan
menjadi 5 tahap. Berikut disajikan rangkaian
proses kebijakan publik pada gambar 2.

Gambar 1 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
BMKG Tahun 2018 - 2022

Sumber: Data Sekunder, 2023

Pengawasan kearsipan internal daan eks-
ternal pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika sangat penting untuk dilaksanakan. Hal
ini bertujuan untuk menilai keselarasan antara ka-
idah kearsipan dengan penyelenggaraan ke-
arsipan. Selain itu juga sebagai sarana dalam
penyelamatan arsip statis hasil pengamatan
Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan
Geofisika (MKKUG), serta untuk mengidentifikasi
arsip vital dan terjaga.

Urgensi pelaksanaan kebijakan pengawasan
kearsipan yakni adanya kepatuhan terhadap
kaidah kearsipan, kepastian hukum, menjaga
“trust” publik, dan juga adanya penilaian reformasi
birokrasi dari MenpanRB sesuai dengan Permen
PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map
reformasi birokrasi 2020-2024. Dalam penilaian
reformasi birokrasi terdapat aspek penilaian yakni
adanya indeks kearsipan instansi yang diambil
dari nilai hasil pengawasan kearsipan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas,
Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan mengambil judul “Implementasi Kebi-

Gambar 2 Proses Kebijakan Publik
Sumber: Hamdi (2014:79)

C) Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan menurut Wahab

(2012:133) yakni “sebagai wujud penyelenggaraan
aktivitas pemerintah yang ditetapkan melalui
peraturan perundang-undangan dan menjadi ke-
sepakatan bersama diantara aktor-aktor kebijakan
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yang bekerja sama untuk mencapai tujuan”.
Beberapa model implementasi kebijakan antara
lain:
a. Van Meter & Van Horn (1975)

Van Meter & Van Horn (1975) mengemu-
kakan terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi implementasi dan kinerja ke-
bijakan yang meliputi 1) standar dan tujuan
kebijakan, 2) sumber daya, 3) hubungan antar
organisasi, 4) sikap atau kecenderungan, 5)
karakteristik agen pelaksana, 6) kondisi sosial,
ekonomi, dan politik.

b. Merilee S. Grindle (1980)
Model implementasi kebijakan menurut
Grindle terdiri dari 2 (dua) variabel yakni isi
kebijakan (content of policy) dan konteks ke-
bijakan (context of policy). Kedua variable ini
saling berkaitan dengan kepentingan dan
tujuan yang ingi dicapai.

Adapun isi dari content policy antara lain 1)
Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan, 2)
Jenis manfaat apa yang dihasilkan, 3) Derjat per-
ubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat
kebijakan, 5) Para pelaksana program, 6) Sumber
daya yang dikerahkan. Sedangkan context policy
meliputi: 1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi
aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga dan
penguasa, 3) kepatuhan dan daya tanggap.

D) Faktor Pendukung dan Penghambat
Implementasi Kebijakan
Peters (dalam Arifin, dkk 2016) menge-

mukakan implementasi kebijakan dapat dikatakan
gagal disebabkan beberapa hal, yakni 1) informasi
yang kurang lengkap dan jelas, 2)masih samarnya
isi kebijakan, 3) kurang adanya dukungan kebi-
jakan, 4) pembagian potensi. Sedangkan faktor
pendukung implementasi kebijakan menurut
Abidin (2012:148) yakni strategi, sumber daya,
dan partitispasi.

E) Arsip
Menurut Rosalin (2017:1) arsip merupakan

sebuah rekaman, catatan ataupun dokumen yang

dihasilkan oleh organisasi privat maupun publik.
Arsip memiliki memiliki kedudukan yang pen-
ting dalam suatu instansi dan menjadi rekaman
kegiatan yang sedang berlangsung ataupun di
masalalu dan menjadi rujukan dalam pengam-
bilan keputusan (Andayani, 2017). Dilihat dari segi
karakteristik, arsip berkaitan dengan transaksi
suatu organisasi dan juga mendukung kebutuhan
kerja yang dipergunakan sebagai bahan akun-
tabilitas (Arman dkk, 2023).

F) Pengawasan Kearsipan

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah,
dan standar kearsipan yang telah ditetapkan
dengan kegiatan penyelenggaraan kearsipan.
Kegiatan ini berlandaskan pada Peraturan ANRI
No. 6 tahun 2019 tentang Pengawasan. Aspek
penilaian dalam pengawasan kearsipan internal
meliputi pengelolaan arsip dinamis dan sumber
kearsipan yang terdiri dari sumber daya manusia
dan sarana serta prasarana. Sedangkan aspek pe-
nilaian dalam pengawasan eksternal terdiri dari
kebijakan, pembinaa, pengelolaan arsip dinamis,
dan sumber daya kearsipan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan
dengan metode deskriptif didasarkan pada prin-
sip-prinsip filosofis dan mengekplorasi fenomena
yang dimiliki oleh kelompok atau individu (Svard,
2022). Pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan telaah dokumen.
Teknik pengolahan dan analisis data meng-
gunakan model Miles, Huberman, dan Saldana
(2014:14) yang meliputi pengumpulan data,
kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi/
penarikan kesimpulan. Instrument penelitian
antara lain peneliti sendiri, catatan lapangan,
pedoman wawancara, dan perangkat penunjang.
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4. Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi Kebijakan Pengawasan

Kearsipan Internal di BMKG
1) Standar dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan
dapat diukur melalui standar dan tujuan
kebijakan. Van Meter & Van Horn (dalam Adha
dkk, 2022) kebijakan hendaknya memiliki standar
dan tujuan kebijakan yang jelas dan dapat dilihat
berhasil dan gagalnya kebijakan ketika dilak-
sanakan.

Implementasi kebijakan pengawasan ke-
arsipan internal di BMKG telah memiliki standar
kebijakan. Standar kebijakan pengawasan kearsip-
an internal di BMKG mengacu pada UU No. 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan ANRI
No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan,
dan Keputusan Kepala ANRI No. 165 Tahun 2023
tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan
Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilai-
an Pengawasan Kearsipanyang digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pengawasan ke-
arsipan internal. Selain peraturan tersebut, juga
terdapat Program Kerja Pengawasan Kearsipan
Tahunan (PKPKT) Nasional dari ANRI, PKPKT
BMKG, dan adanya instrument penilaian berupa
form Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) yang
berisi beberapa pertanyaan penyelenggaraan
kearsipan mulai dari penciptaan hingga penyusut-
an, sumber daya, dan sarana prasarana kearsipan.
Form ASKI yang dipergunakan untuk penilaian
penyelenggaraan kearsipan yang harus dilampir-
kan data dukung oleh para unit pengolah dan unit
kearsipan yang dijadikan obyek pengawasan.

Implementasi kebijakan publik hendaknya
memiliki standar dan tujuan kebijakan yang jelas
pada setiap programnya (Van Meter & Van Horn,
1975:464). Hal ini sejalan dengan yang diungkap-
kan oleh Jumroh dan Pratama (2021:134) bahwa
dalam implementasi kebijakan dibutuhkan standar
dan tujuan kebijakan yang dapat dituangkan me-
lalui peraturan maupun petunjuk program. Stan-
dar kebijakan tersebut dipergunakan sebagai pe-
doman dalam setiap tahapan implementasi kebi-
jakan pengawasan kearsipan internal di BMKG

oleh para pelaksana kebijakan. Senada dengan
yang dikemukakan oleh Rohmah, dkk (2023)
bahwa para pelaksana kebijakan harus paham
mengenai standar dan tujuan kebijakan agar
sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk men-
capai tujuan.

Berikut disajikan gambar presentasi pelak-
sanaan pengawasan kearsipan internal di BMKG.

Gambar 3. Presentasi Pelaksanaan Pengawasan
Kearsipan Internal di BMKG

Sumber: Data Sekunder, 2023

Berdasarkan gambar diatas, dapat dike-
tahui bahwa pelaksanaan pengawasan kearsipan
internal di BMKG belum terlaksana di seluruh unit
kerja. Sebanyak 56% unit kerja belum dilakukan
pengawasan, hal ini berarti dari 220 Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh
Indonesia, 97 unit kerja yang terdiri dari Unit
Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) II pada
tingkat UP kantor pusat, Balai Besar Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika (MKG) Wilayah I – V,
dan satuan kerja mandiri sudah dilaksanakan
pengawasan, sedangkan 123 unit kerja yang
mayoritas terdiri dari UPT kelas III dan IV belum
dilaksanakan pengawasan kearsipan internal.

Masriani & Sujianto (2017) mengemukakan
bahwa tujuan dan sasaran dalam harus diiden-
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tifikasi dan diukur agar dapat mengetahui tingkat
keberhasilan implementasi kebijakan. Sejalan
dengan pernyataan tersebut, tujuan dilaksana-
kannya kebijakan pengawasan kearsipan internal
di BMKG yakni untuk melakukan penilaian kese-
suaian antara kaidah kearsipan dan penyeleng-
garaan kearsipan. Namun, kebijakan pengawasan
kearsipan internal belum dapat dilaksanakan di
seluruh unit kerja. Sehingga belum termoni-
toringnya penyelenggaraan kearsipan sesuai de-
ngan kaidah kearsipan di BMKG. Selain itu juga
belum terselamatkannya data pengamatan
MKKUG, serta identifikasi arsip vital dan terjaga.

2) Sumber Daya
a) Sumber Daya Manusia Kearsipan

berjalan dengan efektif. Namun apabila sumber
daya tidak terpenuhi implementasi kebijakan cen-
derung tidak efektif walaupun informasi/perintah
telah ditransmisikan secara cermat dan jelas.

Sumber daya manusia memiliki peran yang
penting karena sebagai pelaksana kebijakan/
sebagai modal yang diperlukan untuk kelancaran
kebijakan. Terbatasanya jumlah sumber daya
manusia kearsipan di BMKG menyebabkan me-
numpuknya pekerjaan ketika pengawasan
kearsipan internal dilaksanakan sehingga kurang
maksimal. Selain itu juga SDM Arsiparis yang ter-
dapat di seluruh unit kerja BMKG masih sedikit,
sehingga mempengaruhi dalam pengelolaan arsip
yang ada di seluruh unit kerja BMKG.

b) Sumber Dana
Sumber dana yang digunakan dalam ke-

giatan pengawasan kearsipan internal berasal dari
DIPA(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Se-
kretaris Utama, khususnya Biro Umum dan SDM
kemudian dikelola oleh Bagian Tata Usaha dan
Protokol. Setiap tahunnya dana pengawasan
kearsipan mengalami pemangkasan, hingga
akhirnya di tahun 2023 hanya diberikan dana be-
lanja bahan pendampingan, pembinaan, dan
pengawasan kearsipan. Dengan adanya pemo-
tongan anggaran ini, semua kegiatan dilakukan
melalui daring mulai dari entry meeting hingga exit
meeting.

Jumroh dan Pratama (2021:136) menge-
mukakan bahwa anggaran sangat dibutuhkan
untuk pembiayaan pelaksanaan dan operasional
implementasi kebijakan. Senada dengan apa yang
dikemukakan oleh Suryadi, dkk (2021) bahwa
dana yang tersedia akan menjadi faktor yang
menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan pengawasan kear-
sipan internal belum dapat terlaksanan dengan
maksimal dikarenakan terbatasanya jumlah
anggaran yang ada. Kegiatan penghargaan ke-
arsipan yang telah dilakukan pada tahun 2022 juga
tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pe-
mangkasan dana. Penghargaan kearsipan diberi-
kan kepada seluruh obyek pengawasan kearsipan

No Arsiparis UK I UK II 
1 Utama 0 0 
2 Madya 2 0 
3 Muda 3 20 
4 Pertama 1 8 
5 Penyelia 1 0 
6 Mahir 0 0 
7 Terampil 0 0 

Jumlah 7 28 

Tabel 2. Arsiparis di BMKG

Sumber: Data Sekunder, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui
bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam
hal ini Arsiparis yang ada di BMKG masih
terbatas yakni 7 Arsiparis khususnya yang ada di
Bagian Tata Usaha dan Protokol selaku UK I se-
bagai pelaksana kegiatan pengawasan kearsipan
internal dan 28 Arsiparis yang tersebar di seluruh
unit kerja BMKG. Dari 220 Unit Pengolah dan UK
II sebanyak 201, sedangkan ketersediaan
Arsiparis di UK I sebanyak 7 pegawai.

Van Meter & Van Horn (dalam Dwidjo-
wijoto, 2006: 128) mengemukakan apabila dalam
pelaksana kebijakan kurang memiliki sumber
daya, maka implementasi tidak dapat berjalan
dengan efektiv. Senada dengan pendapat Yunus
(2019) dalam implementasi kebijakan dibutuhkan
sumber daya yang memadai/ dibutuhkan agar
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interal yang memiliki nilai tertinggi dan para
Arsiparis. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan
pemberian penghargaan secara langsung pada
acara peringatan hari Meteorologi di BMKG. Hal
itu dilakukan agar memberikan motivasi kepada
seluruh unit kerja untuk meningkatkan pengelo-
laan arsipnya dan juga kepada unit kerja lainnya.
Keterbatasan dana juga terjadi pada unit kerja
yang dijadikan obyek pengawasan karena tidak
terdapat dalam DIPA untuk membeli peralatan
yang digunakan sebagai sarana dan prasarana
pengelolaan arsip.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana
Implementasi kebijakan pengawasan ke-

arsipan internal dalam aspek karakteristik
organisasi pelaksana terdapat 2 (dua) aspek, yakni
fragmentasi birokrasi dan adanya standard operat-
ing procedure (SOP). Hal ini sejalan dengan yang
dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (dalam
Jumroh dan Pratama, 2021:140) bahwa dalam
karakteristik pelaksana mencakup dua aspek,
yakni fragmentasi dan standar operasional
prosedur (SOP). Ditinjau dari segi fragmentasi
birokasi, implementasi kebijakan pengawasan
kearsipan internal di BMKG dilaksanakan oleh
Bagian Tata Usaha dan Protokol selaku Unit
Kearsipan I sesuai dengan Perban MKG No. 8
Tahun 2022 tentang Organisasi Kearsipan di
lingkungan BMKG dan berdasarkan SK Tim
Pengawasan Kearsipan Internal di BMKG. Dalam
SK tersebut terdiri dari pengarah, penanggung-
jawab, ketua, dan anggota yang berjumlah ganjil
terdiri dari para Arsiparis di UK I. Kemudian para
anggota dalam SK tersebut dibagi lagi menjadi
beberapa tim yang terdiri dari 3 anggota, 1
Arsiparis sebagai ketua dan 2 Arsiparis menjadi
anggota tim. Tim ini diberikan kewenangan da-
lam melaksanakan pendampingan dan peng-
awasan kearsipan internal kepada obyek peng-
awas.

Fauziyah dan Arif (2022) mengemukakan
dalam pelaksanaan kebijakan tentunya harus
terdapat norma yang dijadikan standar atau
mekanisme kebijakan berupa adanya standar

operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan
pendapat tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan
pengawasan kearsipan internal di BMKG tidak
terdapat SOP. Kegiatan pengawasan kearsipan
mengacu pada PerANRI No. 6 tahun 2019 tentang
Pengawasan Kearsipan, Kepka ANRI No. 165
tahun 2023 tentang instrument pengawasan atas
pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata
cara penilaian pengawasan kearsipan PKPKT
Nasional dari ANRI, PKPKT BMKG, dan form
penilaian ASKI. Namun SOP tetap diperlukan
sebagai acuan/pedoman agar para pelaksanan
memiliki satu pemahaman dalam setiap tahapan
pengawasan kearsipan internal.

4) Komunikasi antar organisasi
Komunikasi antar organisasi dalam imple-

mentasi kebijakan pengawasan kearsipan inter-
nal pada BMKG dilaksanakan secara internal dan
eksternal. Komunikasi secara internal dilak-
sanakan oleh para tim pengawasan kearsipan
internal yakni para Arsiparis di UK I yang ber-
koordinasi dengan para unit kerja/ obwas yang
dijadikan obyek pengawasan. Koordinasi yang
dilakukan selama kegiatan pengawasan kearsipan
internal dilaksanakan setelah adanya entry meet-
ing dan exit meeting pengawasan kearsipan inter-
nal. Selain dengan para obwas, juga berkoordinasi
dengan Biro Hukum dan Organisasi terkait
pengesahan SK Tim Pengawasan Kearsipan In-
ternal.

Komunikasi secara eksternal dilaksanakan
antara UK I dengan Tim Pengawasan Kearsipan
ANRI. Koordinasi dilaksanakan selama berlang-
sunya proses pengawasan kearsipan internal
hingga penyerahan Berita Acara Verifikasi Hasil
Pengawasan dan penyerahan LAKE (Laporan
Audit Kearsipan Eksternal).

Van Meter & Van Horn (1975:466) menge-
mukakan bahwa standar dan tujuan dalam
implementasi kebijakan harus dikomunikasikan
dengan para pelaksana kebijakan secara konsisten
dan seragam.. Sejalan dengan pendapat tersebut,
Dewiyanti (2023) mengemukakan bahwa komu-
nikasi dapat berjalan dengan efektiv jika para
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pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus
dilaksanakan (Dewiyanti, 2023). Jika dikaitkan
dengan komunikasi antar organisasi yang telah
dilaksanakan oleh UK I BMKG, maka dapat di-
simpulkan bahwa dari segi transformasi informasi
telah disampaikan oleh para pelaksana kebijakan
kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak yang
terkait. Dalam hal ini adanya penyampaian
kebijakan yang dilakukan oleh ANRI melalui acara
rakornas kearsipan dan penyampaian PKPKT
nasioal kepada kelompok sasaran dan para pihak
yang terkait dalam ini para obwas di tingkat
pusat/daerah, lembaga pendidikan tinggi milik
pemerintah, dan BUMN. Kemudian PKPKT
tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
pengawasan kearsipan internal oleh BMKG.
Kejelasan komunikasi dilanjutkan dengan adanya
entry meeting hingga exit meeting kepada para
obwas dalam pengawasan kearsipan internal.

5) Sikap/Kecenderungan
Van Meter & Van Horn (1975:472) ber-

pendapat terdapat 3 (tiga) elemen yang digunakan
dalam menilai sikap/ kecenderungan para pelak-
sana yang terdiri dari pemahaman kebijakan,
respon kebijakan, dan intensitas kebijakan.

Sikap/kecenderungan dari pelaksana kebi-
jakan pengawasan kearsipan internal di BMKG
ditinjau dari 3 (tiga) hal yakni:

a) Pemahaman Kebijakan
Pemahaman kebijakan menurut Van Meter

& Van Horn (1975:473) yakni adanya pemahaman
dari pelaksana kebijakan tentang standar dan tu-
juan kebijakan yang ingin dicapai. Para pelaksana
kebijakan dalam hal ini BMKG khususnya UK I
sudah memahami tentang kebijakan pengawasan
kearsipan internal yang dilaksanakan. Upaya yang
dilaksanakan UK I untuk memperdalam wawasan
terkait pelaksanaan pengawasan kearsipan, tim
pengawas dalam hal ini para Arsiparis diikutkan
bimtek pengawasan kearsipan internal. Sebelum
dilaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan in-
ternal, terlebih dahulu para pelaksana dibagi

menjadi beberapa tim yang terdiri dari 1 orang
Ketua, dan 2 orang anggota yang nantinya akan
menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melak-
sanakan pendampingan dan pengawasan kearsip-
an kepada obwas.

b) Tanggapan Kebijakan
Para pelaksana kebijakan dapat menolak

atau menerima untuk melaksanakan kebijakan
yang telah ditentukan (Suryadi dkk, 2021).
Adanya kebijakan pengawasan kearsipan inter-
nal ini tidak mendapat penolakan maupun ke-
beratan dari para pelaksana kebijakan, yakni para
Arsiparis. Dengan adanya kebijakan pengawasan
kearsipan ini para pelaksana kebijakan dalam hal
ini UK I melaksanakan dengan penuh komitmen
dan tanggungjawab sesuai dengan Perka BMKG
No. 8 tahun 2022 tentang Organisasi kearsipan
berupa pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan
kearsipan dalam bentuk pengawasan kearsipan
di lingkungan BMKG dan juga mengacu pada
PerANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan
kearsipan. Bagi para pelaksana dalam hal ini para
Arsiparis, pengawasan kearsipan internal ini
merupakan salah satu perwujudan tugas Arsiparis
yang terdapat dalam PerANRI No. 23 tahun 2017
tentang Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK)
Jabatan Fungsional Arsiparis. Para pelaksana
kebijakan menyadari dengan dilaksanakannya
kebijakan pengawasan kearsipan internal ini mem-
berikan manfaat bagi sasaran tujuan yakni para
obwas dan juga untuk memonitoring penye-
lenggaraan kearsipan di lingkungan BMKG.

c) Intensitas Tanggapan Kebijakan
Van Meter & Van Horn (1975:473) intensitas

dari pelaksana kebijakan dapat berpengaruh ter-
hadap gagal dan berhasilnya kebijakan. Para
pelaksana kebijakan memberikan intensitas tang-
gapan dalam implementasi kebijakan pengawasan
kearsipan internal dibuktikan dengan adanya
pelaksanaan kebijakan pengawasan kearsipan in-
ternal yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya
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oleh BMKG sesuai dengan amanat PerANRI No.
6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
Selain itu juga adanya komunikasi yang terus
dilakukan baik di lingkungan UK I dengan para
obwas maupun dengan Tim Pengawas ANRI.

6) Kondisi Sosial dan Politik
1) Kondisi Sosial

Tursina dkk (2023) mengemukakan sejauh
mana lingkungan eksternal dapat berpengaruh
terhadap berhasinya suatu kebijakan yang telah
disahkan, lingkungan eksternal yang tidak kon-
dusif dapat menyebabkan gagalnya implementasi.
Kondisi sosial dalam ini adalah lingkungan di
obyek pengawasan (obwas). Awalnya para obwas
menolak untuk mengisi form ASKI beserta bukti
dukungnya, namun setelah diberikan pemahaman
oleh tim pengawas mengenai pentingnya pelak-
sanaan pengawasan kearsipan internal akhirnya
mereka mau mengisi form aski dan bukti dukung-
nya. Pelaksanaan kebijakan pengawasan kearsipan
internal juga mendapatkan dukungan dari pim-
pinan unit kerja, pasalnya nilai kearsipan internal
merupakan potret kualitas seorang pimpinan
dalam unit kerja terhadap kepeduliannya dalam
bidang penyelenggaraan kearsipan.

2) Kondisi Politik
Sifahira & Yuliani (2021) mengemukakan

bahwa kondisi lingkungan, ekonomi, dan poliitk
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebi-
jakan. Kondisi politik dalam implementasi kebi-
jakan pengawasan kearsipan internal di BMKG,
terutama para pimpinan mendukung adanya ke-
giatan pengawasan kearsipan internal. Dukungan
tersebut diwujudkan melalui adanya penghargaan
kearsipan di Lingkungan BMKG yang diberikan
kepada unit kerja dan Arsiparis yang memiliki
nilai tertinggi dalam hasil pengawasan kearsipan.
Penghargaan kearsipan dilaksanakan untuk mem-
berikan motivasi kepada seluruh obwas dan juga
unit kerja lainnya untuk senantiasa melaksanakan
penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kaidah
yang ada di BMKG.

7) Jenis manfaat
Kebijakan harus bermanfaat, berdampak

positif, dan dapat mengubah ke arah yang lebih
baik dan menyelesaikan masalah masyarakat
(Khusufmawati dkk, 2021). Implementasi kebi-
jakan pengawasan kearsipan internal di BMKG
tentunya memberikan manfaat bagi BMKG khu-
susnya dalam penyelenggaraan kearsipan di unit
kerja obyek pengawasan. Berikut jenis manfaat
implementasi kebijakan pengawasan kearsipan
internal di BMKG:
1) Bagi obwas, pengawasan kearsipan internal

memberikan manfaat yakni:
a) Terselenggaranya pengelolaan arsip dina-

mis di lingkungan obwas.
b) Terpenuhinya sarana dan prasana penge-

lolaan arsip dinamis.
c) Teridentifikasinya arsip statis data hasil

pengamatan MKKUG, vital dan terjaga.
d) Terlaksananya kegiatan penyusutan arsip.
e) Arsiparis dan Pengelola Arsip menjadi

lebih paham tentang pengelolaan arsip
dinamis dan pentingnya pengembangan
kompetensi dan keahlian yang dapat
diperoleh dari Diklat/Bimtek/Webinar
kearsipan.

2) Bagi UK I pengawasan kearsipan internal
memberikan manfaat yakni:
a) Adanya kontrol dan monitoring secara

berkala kesesuaian antara penyelenggara-
an kearsipan dan peraturan kearsipan di
BMKG.

b) Terselamatkannya arsip statis.
c) Teridentifikasinya arsip vital dan terjaga.
d) Terselenggaranya kegiatan penyusutan

arsip secara berkala.
Sopah dkk (2020) mengungkapkan bahwa
jenis manfaat dalam hal ini adalah jenis man-
faat yang diterima oleh kelompok sasaran
dalam implementasi kebijakan. implementasi
kebijakan pengawasan kearsipan internal di
BMKG telah memberikan manfaat yang po-
sitif bagi Obyek Pengawas (Obwas). Selain
memberikan jenis manfaat bagi kelompok sa-
saran, jenis manfaat juga turut dirasakan oleh
UK I BMKG selaku aktor pelaksana kebijakan.
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat
Implementasi Kebijakan Pengawasan
Kearsipan Internal di BMKG

a. Faktor Pendukung
1) Dukungan Pimpinan

Implementasi kebijakan pengawasan
kearsipan internal di BMKG mendapat
dukungan dari Pimpinan Unit Kearsipan
(UK I) sehingga dapat terlaksananya
kebijakan ini. Sesuai dengan Perban MKG
No. 8 tahun 2022 tentang Organisasi
Kearsipan, UK I memiliki tugas untuk
melaksanakan evaluasi penyelenggaraan
kearsipan melalui kebijakan pengawasan
kearsipan dan PerANRI No. 6 tahun 2019
tentang Pengawasan Kearsipan. Pimpinan
mendukung kebijakan tersebut dan me-
mastikan sudah berjalan sesuai standar
dan tujuan kebijakan. Dukungan dari pim-
pinan UK juga diberikan dengan adanya
kewenangan yang diberikan secara
penuh kepada para Tim Pengawas/ PIC
untuk melakukan pengawasan kearsipan
internal kepada Obwas.

2) Komitmen terhadap peraturan kearsipan
Para pelaksana kebijakan berkomitmen
untuk melaksanakan kebijakan tersebut
sesuai dengan amanat dari PerANRI No.
6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kear-
sipan. Hal tersebut dapat terlihat dengan
terlaksananya kebijakan pengawasan
kearsipan internal sejak tahun 2019 hingga
sekarang. Selain itu, komitmen terhadap
peraturan kearsipan juga diwujudkan
melalui adanya kegiatan pendampingan
dan pembinaan penyelenggaraan ke-
arsipan yang dilaksanakan oleh UK I ke-
pada seluruh unit kerja di BMKG yang
dilakukan secara daring maupun luring.

3) Komunikasi yang jelas antar pelaksana
kebijakan
Komunikasi yang terjalin antara aktor da-
lam implementasi kebijakan pengawasan
kearsipan berjalan dengan baik. Adanya
komunikasi yang jelas antar aktor pelak-
sana menjadi unsur yang penting dalam

implementasi kebijakan. Komunikasi dila-
kukan oleh Bagian Tata Usaha dan Pro-
tokol selaku UK I BMKG, dalam hal ini
sebagai pelaksana kebijakan pengawasan
kearsipan internal.

b. Faktor Penghambat
1) Budaya kerja yang kurang peduli ter-

hadap arsip
Budaya kerja berkaitan dengan karak-
teristik, perilkau pegawai, dan keyakinan
yang mencakup visi dan misi suatu orga-
nisasi. Nawawi (dalam Nurinayah dkk,
2023) mengemukanan “bahwa budaya
kerja merupakan kebiasaan yang dilaku-
kan oleh karyawan secara berulang dan
tidak ada sanksi yang apabila melanggar”.
Dalam pelaksanaan kebijakan pengawas-
an kearsipan internal, budaya kerja yang
kurang peduli terhadap arsip menjadi
salah satu penghambat.

2) SDM kearsipan yang terbatas
Terbatasnya sumber daya manusia ke-
arsipan dapat mengakibatkan kegagalan
pelaksanaan kebijakan dalam mencapai
tujuan. Di BMKG terdapat 220 unit kerja
yang terdiri dari 220 UP dan 201 UK II.
Arsiparis yang terdapat pada UK I selaku
pembina hanya ada terdapat 7 Arsiparis.
Dari 7 Arsiparis tersebut tidak semuanya
dapat melaksanakan pengawasan ke-
arsipan internal. Pada UP dan UK II, jum-
lah arsiparis sebanyak 28 yang tersebar
diseluruh unit kerja. Perserbaran tersebut
belum merata, karena mayoritas Arsipa-
ris berada pada Balai Besar MKG, Satuan
Kerja Mandiri, dan UPT kelas I & II.
Arsiparis belum terdapat pada UPT Kelas
3 & 4.

3) Keterbatasan dana
Adanya keterbatasan dana, para UP dan
UK II menjadi kesulitan apabila mem-
butuhkan sarana dan prasarana yang
digunakan untuk mengelola arsip seperti
guide/sekat, folder, boks arsip dll. Selain
itu juga dengan adanya keterbatasan
dana yang dialami oleh UK I meng-
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akibatkan pelaksanaan pengawasan ke-
arsipan dilaksanakan secara daring.
Sehingga tidak dapat memantau secara
langsung proses pengelolaan arsip apakah
sudah sesuai dengan peraturan yang ada
di BMKG.

3. Strategi Meningkatkan Kualitas Imple-
mentasi Kebijakan Pengawasan Kearsip-
an Internal di BMKG
Untuk menentukan strategi meningkatkan

kualitas implementasi kebijakan pengawasan
kearsipan internal di BMKG, Peneliti meng-
gunakan metode simple tools melalui pendekatan
sistem pembobotan masalah dan penilaian
alternatif. Peneliti melakukan identifikasi masalah
melalui data hasil wawancara dan Laporan Au-
dit Kearsipann Internal (LAKI) BMKG tahun 2019
hingga 2022. Kemudian diperoleh 16 daftar per-
masalahan yang dibagikan kepada 6 responden.
Dari 16 permasalahan kemudian diperoleh 5
permasalah yang memiliki nilai tertinggi antara
lain: 1) Terbatasnya jumlah SDM Kearsipan, 2)
Terbatasnya sarana dan prasarana pada Record
Center, 3) Terbatasnya anggaran pengawasan ke-
arsipan, 4) Belum adanya dukungan dari pim-
pinan, 5) Budaya kerja yang kurang peduli ter-
hadap arsip.

Peneliti memberikan penilaian kriteria
alternatif terhadap 5 permasalah yang memiliki
nilai tertinggi meliputi dimensi Appropriateness
(kesesuaian kebijakan antara nilai-nilai organisasi
dan masyarakat), Legal Suitability (kebijakan yang
didukung oleh perangkat yang memadai) dan
Equity (efek dan dampak kebijakan yang men-
jamin aspek keadilan antar kelompok masya-
rakat). Diperolah 3 permasalahan yang memiliki
nilai tertinggi, yakni 1) terbatasnya jumlaj SDM
Kearsipan, 2) terbatasnya anggaran pengawasan
kearsipan, 3) budaya kerja yang kurang peduli
terhadap arsip.

Berdasarkan hasil pembobotan dan pemi-
lihan kriteria penilaian alternatif, maka strategi
yang dapat dilakukan antara lain:

a. Strategi Jangka Pendek
1) Mengusulkan penambahan SDMK Ke-

arsipan dan melakukan pelatihan penge-
lolaan arsip dinamis kepada Arsiparis
dan Pengelola Arsip.

2) Mengusulkan penambahan dana pelak-
sanan kegiatan pengawasan kearsipan
yang disertai dengan rincian kebutuhan
pelaksanaan kebijakan pengawasan kear-
sipan internal di BMKG.

b. Strategi Jangka Menengah
1) Menanamkan Gerakan Nasional Sadar

Tertib Arsip (GNSTA)
2) Mengadakan Focus Group Discussion

(FGD) dengan para pimpinan unit kerja
tentang pentingnya pengelolaan arsip
dinamis sesuai dengan kaidah kearsipan.

3) Adanya kegiatan monitoring dan eva-
luasi dari hasil pelaksanaan kebijakan
pengawasan kearsipan internal di BMKG.

c. Strategi Jangka Panjang
1) Melakukan perencanaan SDM Kearsipan

dan pengembangan kompetensi yang
terstandar sesuai dengan kebutuhan pe-
gawai yang ada di unit kerja.

2) Membuat kerangka pendanaan pelak-
sanaan kebijakan pengawasan kearsipan
dengan pendekatan anggaran berbasis
kinerja (Performance Based Budgeting),
yakni metode perencanaan dan peng-
anggaran yang menekankan hasil dan ki-
nerja sebagai dasar untuk alokasi sumber
dana

3) Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan
melalui strategi pengkajian dan pengem-
bangan sistem kearsipan.

5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil

kesimpulan bahwa implementasi kebijakan peng-
awasan kearsipan internal di BMKG belum dilak-
sanakan di seluruh unit kerja yang ada di ling-
kungan BMKG. Hal ini dikarenakan masih ter-
batasnya jumlah sumber daya kearsipan dan
sumber dana, selain itu juga belom adanya standar
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operasional prosedur (SOP) pelaksanaan peng-
awasan kearsipan internal.

Beberapa faktor yang mendukung terlak-
sananya pengawasan kearsipan internal di BMKG
yakni adanya dukungan pimpinan Unit Kearsipan,
komitmen terhadap peraturan kearsipan, dan
komunikasi yang jelas antar pelaksana kebijakan.
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat
yakni budaya kerja yang kurang peduli terhadap
arsip, sumber daya manusia kearsipan dan dana
yang masih terbatas.

Strategi yang dapat dilakukan oleh BMKG
dapat dilakukan melalui strategi jangka pendek,
menengah, dan panjang.

Peneliti memberikan saran yang perlu dilak-
sanakan oleh BMKG dalam implementasi kebi-
jakan pengawasan kearsipan internal sebagai
berikut:

1. Melibatkan Non Governmental Organization
(NGO) pecinta sejarah dan budaya yang
berkaitan dengan pelestarian arsip dalam
melaksanakan pengawasan kearsipan.

2. Menggunakan aplikasi khusu yang digunakan
untuk pengawasan kearsipan internal untuk
mencegah terjadinya kebocoran data peng-
awasan.

3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara
berkala pengawasan kearsipan internal.

4. Bagi pengembangan penelitian selanjutnya
disarankan untuk melakukan analisis lebih
mendalam dampak yang ditimbulkan dalam
pelaksanaan pengawasan kearsipan dan
penambahan informan kunci dari pemangku
kebijakan dari Arsip Nasional Republik Indo-
nesia khususnya dalam hal pengawasan
kearsipan.
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